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PUTUSAN
Nomor 461 K/Pid.Sus/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,

telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : SUDJIANTO;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir ;57 tahun/25 Mei 1963;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan . Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Tebet Barat VII-A Nomor 3 RT.

2/4 Tebet Barat, Jakarta Selatan;
- Jalan Tebet Barat Dalam VI-H
Nomor 16 Tebet Barat, Jakarta

Selatan;
Agama . Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 18 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDJIANTO bersalah “turut serta melakukan
tindak pidana Perpajakan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan
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diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif pada Dakwaan Ketiga yaitu
Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDJIANTO selama 3
(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan di
Rutan;

3. Membayar denda sebesar 2 x Rp19.966.622.000,00 jika Terdakwa tidak
membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal
Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda
selama 6 bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Nomor Urut: 1 sampai dengan 85 tetap terlampir di berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa SUDJIANTO membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 292/
Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 27 Mei 2020 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDJIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yang dilakukan secara

berlanjut;
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 X Rp19.966.622.000,00
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 85, selengkapnya
sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 18 Mei 2020 tetap terlampir di berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 288/PID.
SUS/2020/PT DKI tanggal 13 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 292/Pid.
Sus/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 27 Mei 2020, yang dimintakan banding
tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2020/PN.
Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2020 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi
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yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

tanggal 25 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 7 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2020 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 25 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perpajakan” dalam
dakwaan alternatif Ketiga, tidak salah menerapkan hukum;

2. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya
kerugian pendapatan Negara yang sangat besar mencapai
Rp19.966.622.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh
enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) jika digunakan akan
memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat Indonesia, seharusnya
Judex Facti selain menjatuhkan pidana penjara dan denda, juga harus
menetapkan jika Terdakwa tidak membayar denda maka harta benda
Terdakwa dirampas oleh Jaksa untuk dilelang untuk membayar denda,
dan jika harta benda yang disita tidak mencukupi baru dikenakan pidana

kurungan selama waktu tertentu kepada Terdakwa;
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3. Bahwa perampasan harta Terpidana tersebut dilakukan dengan tujuan
untuk memulihkan pemasukan keuangan Negara dari sektor Pajak akibat
perbuatan Terdakwa, karena pendapatan Negara dari sektor pajak adalah
salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan nasional untuk
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

4. Bahwa dengan demikian, maka putusan Judex Facti perlu diperbaiki
mengenai redaksi pengganti denda sebagaimana disebutkan dalam amar
putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Judex
Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan
perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta Nomor 288/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 13 Juli 2020 yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 292/Pid.
Sus/2020/PN.JKT.SEL. tanggal 27 Mei 2020 harus diperbaiki mengenai
redaksi pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-
Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto
Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 10 huruf a ke-4 juncto Pasal 30 Ayat (2)
dan (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILL

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 288/PID.
SUS/2020/PT DKI tanggal 13 Juli 2020 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
tanggal 27 Mei 2020 tersebut mengenai redaksi pidana pengganti denda
menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 X
Rp19.966.622.000,00 = Rp39.933.244.000,00 (tiga puluh sembilan miliar
sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu
rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar, harta
benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar
denda dan bila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar
denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang
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dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Misnawaty, S.H., M.H. Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.I
ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002
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